
BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal l0 Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angga ran 2023;

Mengingat 1. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Djawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Djawa
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 1ingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah
Islimewa Jogiakarta (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Daranaanaan DamF anmrnan Naoi^--l /I --L--^- I\Tad^14

trry..rv\!sr

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25
IT,r-rnharan Neoara Renrrhlik Inr{nne<ia Tahrrn ?OO7 Nnrnnr ??
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 470O);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Renublik Indonesia Nomor .5234) setlagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatr:ur:. 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa ((Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

1O. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tarrrbahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 292, Tambahan t embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daeiah
(Lembaran Negara RepubLk Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

i 5. Peraiuran Pemerintah liomor 7 i Tahun 2O 1O tentang Stzrn<iar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lenbcran Negara P.epublik Indcnesia Tahun 2O12
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
f)aerah (I,emharan Negara Reptrhlik Indonesia Tahrrn 2O 1 6
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahrun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19
Nomor i87, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia
Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73. Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2Ol7 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Pengalggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6O56);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

2 1. Peratural Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O 19 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahal Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Pera1oxan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instalsi Pemerintah (kmbaran Negara.;Republik lndonesia Tahun 20i4 Nomor 80i;

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O ter.tang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor l0);

24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 112);

25. Feraturan Presicien liomor 13O Tahun 2022 LenLarrg Rirrcitrn
Anggaran Pendapataa dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2LSl;

26. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang
Pemutakhtan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2421

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Ta-hun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentuka_n Produk Hukum Daerah;

28. Peraturarr itlerrtyri Daiaur Nugeri Nuurur 66 Tai.un 2Oi7 tcnL:atrg
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dal Evaluasi Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menen[ah
Daerah, dal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
cr:^.^- r- a^-_ ^ -: h^-^.-:-.^l^^- ri^^-^l-.\)ti:tCILlL rr jLjL\Jl lriasi I erll(ii r-tr Ldl I(tiI LrclElctlIt

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Fedoman Tei<nis Pengeicrlaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tenlang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022
terrtalg Anggaran Pendapatan dan Beiarrja Daera-tr ?ahun
Anggaran 2023 (I*mbalan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2O23 Nomor 7);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggzrran 2023 (I*rnbaran Daerah Kabupaten itiganj uk
Tahun 2023 Nomor 4);

35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaraa Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
ciurrgan Feraturarr tsupal-i iigarrj uk liorncrr i3 Tahun 2023
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
ANGGARAN 2023.

PENJABARAN PERUBAHAN
BELANJA DAERAH TAHUN

Pasa-l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
i. Dacrah aciaiah Kabupaten iiganj uk.
2. Pemerintahan Daeralr ada-lah Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Ralcyat Daerah yang menyelenggaraan urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negzra Kesatuan Repubtih Indonesia sebagaimala
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Dewan Perwakiiarr Rairyat Daerah yzrng seiarrjutnya disingkal

DPRD adalah Dewan Perwaki.lan Ralryat Daerah Kabupaten
Nganjuk.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan peraiuram <iaerah.
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7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
]'cng meli.puti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaal, pelaporan, pertanggunglawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai
petunjuk dan arah bagr pemerintahan daerah dalam
pen5rusunan, pembahasan dan penetapa-n APBD.

9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan Daerah ada-lah semua hal< daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yarlg perlu dibayar
kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik
pada tahun angg€rran berkenaan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang
tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun angJEaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian
sebagai berikut:
a. Pendapatan daerah

1. Semula Rp2.3O2.594.818.356,00
2. Bertambah Rp306.800.701.183 ,00
Jumlah pendapatan daerah setelah
perubahan Rp2.609.395.519.539,00

b. Belanja daerah
1. Semula Rp2.573.094.818.356,00
2. Bertambah Rp401.880.370.796 ,00
Jumlah belanja daerah setelah
perubahan Rp2.974.975.189.152,00

c. Pembiayaan daerah
1. Penerimaan pembiayaan

a) Semula Rp277.00O.000.000,00
b) Bertambah Rp95.079.669.613 ,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelai
perubahan Rp372.O79.669.613,00

2. Pengeluaran pembiayaan
a) Semula Rp6.500.000.000,00
b) Bertambah/

(berkurang) Rp0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah
perubahan Rp6.5O0.00O.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah
perubahan
Sisa lebih
perubahan

Rp365.579.669.613 ,00

pq

pembiayaan anggaran setelah
Rp0,U0
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Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:
a. Lampiran I Ringkasan Penjabaral Perubahan APBD Yang

Dkiasiirkasi ivicnurut Kciompuk, jenis, Objck,
Rincian Objek dan sub rincian objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiaizur, Sub Kegialan, Kciornpok, jcnis, Oi.rjci<,
dan Rincian Objek, dan sub rincian objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaal;

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;

ci. Larrrpiran iV Dafiar iiana Fener irna, Aizurrat Fencrirrra, tian
Besaran Bantuan Sosial;

e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaral Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan
Bersifat Khusus;

i. Larrrpiran Vi Dafiar i.ialra Fcner irr a, Aianal Fenerirna, cian
Besaran Belanja Bagi Hasil;

g. Lampiran MI Rinciaa Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
tian Rirrcia.n Oi;jck, dar sub rincian o'ujek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi
dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan
Fctlerili"airan Daurair, Orgturisasi, Frugranl,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
KabupatenT' Kota patia Daerah Perbatasan Daiam
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran
Perubahan APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara;

j. Limpiran X Rekapiiuiasi dan Sini<ronisasi Perkada
Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan
Sumber Dana;

k. Lampiran XI Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
l. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per sekolah;

dan
rn. Lampiran XIII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah

Menganggarkan Baralg Dan Jasa Serta Belanja
Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN),
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
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Pasal 4

Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasa-l 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
D6r^+rrr^- ELr-^+; i-i,{^l^a El^;t^ n^6r^L IZ-}rtrn^+^6 l\Id^nir!l-

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Oktober 2023

D: EIT IDATI 1\IAAA] TITI't J. vvL

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETAzuS DAERAH
KARI IPATICN NGAN.IIIK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Mad5za
NIP. 19661227 198602 I OOl

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 49

a

PALA BAGIAN HUKUM,

H.SUTRISNO M
Pembina tI

ttd

p

NIP. 19 501 199202 1 001
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Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kod€ Uraian

Sebelum P€rubah.h S€telah Perubahah (Rp) %

61.0r 08.02.0001 Sisa Dana BOs 198 500 000 315_172415 116.672415 59 "/.
6.1.01 08 03 Sisa Dena Kapitasi I1.000.000.000 18.562.813 527 7.562.813.527 59%
6.1.01 08 03 0001 Sisa Dana Kapitasi 11.000 000 000 7 .562.813 .527 59%
6.1.05 Peflerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Oaerah 0 0 0 07a

6.1.05 06 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyaralat 0 0

6.1.0s 06.02 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat 0 0 0

6.r 0s 06.02.0001 Penerimaan Kembali Dana Eergulir kepada Masyarakat 0 0 0 0%

Jumlah PGn.rimaan Pembiayaan 277.000.000.000 372.079.669.613 95.079.669.5r3 34%
5.2 PENGEI-UARAN PEMSIAYAAN 6.500.000.000 6.500.000.000 0 0%
6.2 02 Penyertaan Modal Daerah 5 500 000 000 6.s00.000000 0 o%

6.202.02
Penyertaan Modal Daerah pada Sadan Usaha Mitik
Daerah (8UMD) 6 500.000 000 0 0%

6.2 02 02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 6 500 000 000 5.s00.000.000 0 0%
Penyerlaan lvlodal Daerah pada BUMD 6 s00 000 000 6.500.000.000 0 0%

Jumlah Pengeluar.n Pembiayaan 6.S00.000.000 6.500.000.000 0 o%
Pembiayean Netto 365.579.569.613 95.079-659.613 t5 v"

6.3 Sasa L.bih Pembiaya.n Anggaran Daerah Tahun Berkenaa. (0) 0 o

Lampiran I Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor : 49 Tahun 2023
Tanggal : 23 Oktober 2023

XABUPATEN NGANJUX
RINGKASAN PENJAAARAN PERUAAHAN APAD YANG DI(I.ASIFIKASI MINURUT XELOMPO(.

JENIS. OBJEK, RINCIAN OBJE( SUB RINCIAN OBJE( PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

o%

Sal uai dengan aslinya
PJ. BUPATI NGANJUK,

GIAN HUKUM

ttd

) SRI HANDOKO TARUNA
SUTRI M.Si
Pembina
NIP. 196

tI
ot 199202 t OOl

0

0

S

21

18.562.813 .521

6 500.000.000

6.2.02 02.01 0001

270.500.000.000

)),



PeEtuan Bupat N$njuk
Nomor a9 Tahun 2021
Tanggal 23 Otlob€r2023

KAAUPATEN NGANJUl(
PEiI-'ABARAN PEiUAAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMTRINTAHAN OAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, ICGIAIAN, sUB KEGIATAN. XELOUFOX, JENIS. O8.,EI(. RINCIAN

OAJEX.sUB RINCIAN OA,EX PENDAPATAN, EELAN,IA, DAN PIMSIAYAAN
IAHUN ANGGARAN 2023

Ururan Pemerintahan

Organisasi

A01 XESATUAN BANGSA OAN POTITII(

8.01.0.00.0.00.02 Badan Kes.tuan Bang5. dan Poltik

Bcrramb.h/{Berlur.ng)

Tangga

8 0l 80r 000 0 00 02.0000 01 209 09 5 2 02 05 o2

Belanja Modal

Ln99a
1 200 000 1 ?00 000 0

16.970.680.545 al 997 r!91 062 27 .025.412.516

Total surplur/(oefirit) (16.970.6E0.545) (43_997.493.062) (27.026_812.515)

0 o0 8.01.0.00.0.00.02.0000 00 000 00 6

0 0 0,uml.h Penerim.an P€hbiay.ah

,umlah PGn.rim..n P.ngcluaEn 0 0 0

an se
PALA

dengan aslinya
IAN HUKUM

SUTRISNO ,M.Si
Pembina

PJ. BUPATI NGANJUK,

SRI HANDOKO TARUNA

ttd

tI
NIP. 19680 ot 199202 1 001

/b
5 3-l
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Lampiran lll

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA. ALAMAT, BENTUI( DAN BESARAN

ALOI(ASI HIBAH BERUPA BARANG/'ASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBER,I HIBAH

Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor : 49 Tahun 2023

Tanggal : 23 Oktober 2023

2) BARANG

S suai dengan aslinya
GIAN HUKUM

Pembina Tin tl

PJ. BUPATI NGANJUK,

ttd

No Alamat Penerima Bentuk
Sebelum

Perubahan
Sesudah

Perubahan
Bertambah/(Berkurang)

Penghancuran
940/o

Poktan Tani Murni

Belanja Alat
Pengolah Pupuk

Organik (APPO)

Spesifikasi :

Kapasitas

Pengeluaran
1200-1400
Kg/Jam Power
Diesel 8-11
hp/2410 em
Efisiensi

Penghancuran
9Ayo

0 27 000 000 27.000.000

Pokta Panca Usaha I Ds. Bandung, Kec. Prambon

Belanja Alat
Pengolah Pupuk
Organik (APPO)

Spesifikasi :

Kapasitas

Pengeluaran
'1200-1400

Kg/Jam Power
Diesel 8-11
hp/2400 rym
Efisiensi

Penghancuran
94yo

0 27.000.000 27.000.000

Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan 0 3?8.000.000 378.000.000

Jumlah Hibah Pada SKPD 33.750.000 1.262.472.500 1.228.722.500

8.01 .0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.05.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah xabuPaten/Kota

[#] FORKOPTMDA

KODIM 081O NGANJUK

Konstruksi

Eangunan
Spesifikasi

2 000 000 000 2.000.000.000 0

POLRES NGAN,IUK NGANJUK
Konstruksi
Bangunan
spesifikasi

5.000.000.000 5.000.000.000 0

Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan 7.000.000.000 7.000.000.000 0

Jumlah Hibah Pada SKPD 7.000.000.000 0

Jumlah Total 7.033.750.000 a.627.972.500 1.594.222.500

NIP. 19680 I 199202 | OO1
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Lampiran lV

DAFIAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

ALOXASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAI.

Peraturan Eupati Nganjuk
Nomor : 49 Tahun 2023

Tanggal : 23 Oktober 2023

1) UANG

Nama Penerima Alamat Penerima
Sebelum

Perubahan
Sesudah

Perubahan
Bertambah/(Berkurang)

3.32,03.2.01.0,1 Pemindah.n dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

SUYONO HADI PUTRO

DESA BUDURAN RT,OO1

RW.OO5 DESA BUDURAN

KECAI\,IATAN BAGOR

KABUPATEN NGAN]UK

0 (10.000.000)

Sukardi

PANDEAN DESA PANDEAN

KECAI,4ATAN GONDANG
KABUPATEN NGANJUK

'r0.000.000 10.000.000 0

PARYONO

DSN JATI KAMPIR RT.OO4

RW.OO2 DESA

BANARANWETAN
KECAI\4ATAN BAGOR

KABUPATEN NGAN'UK

'r0.000.000 0 (10.000.000)

Jumlah Bantuan Sosial Pada sub Kegiatan 30.000.000 10.000.000 (20.000-000)

Jumlah Eantuan Sosial Pada SKPD 30.000.000 10.000.000

Jumlah Total 1t.766.350.000 12.338.850-000 572.500.000

2) BARANG

S

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA. ALAMAT, BENTUK DAN AESARAN

ALOIGSI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

PJ. BUPATI NGANJUK,
suai dengan aslinya

AGIAN HUKUM
ttd

SRI HANDOKO TARUNA

Pembina tI
NIP. 19680 I 199202 | OOI

Bentuk
Sebelum

Perubahan
Bertambah/(Berkurang)No Nam6 Penerima Alamat Penerima

0 0 0Jumleh Total

nan
PALA

r60

No

10.000.000

(20.000.000)

L

t
sesudah

P€rubahan

.rlr,



DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIIAT KHUSUS YANG DTTERIMA SERTA SKPO PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

PJ. BUPATI NGANJUK,
seiuai dengan aslinya

GIAN HUKUM
ttd

/
SUTRIS M.Si
Pembina

Peraturan Bupati Nganiuk

Nomor : 49 Tahun 2023

Tanggal : 23 Oktober 2023

2) KHUSUS

Sesudah
Perubahan

Bertambah/(Berkurang)
Sebelum

PerubahanAlamat PenerimaNo Nama Penerima

0270.000.000Ngadirejo

0270.000.000 270.000.000Kelurahan/Desa Kweden Kecamatan NgetosKweden

270.000.000 0270.000.000
(elurahan/Desa Kalianyar Kecamatan

Kertosono
Kalianyar

0270.000.000 270.000.000
Kelurahan/Desa Ngunjung Kecamatan

Gondang

125.000.000 125.000.0000
Kelurahan/Desa sidorejo Kecamatan

Sawahan

100.000 0000 100.000.000Kelurahan/Desa .lekek Kecamatan Baronlekek

100.000.0000 100.000.000Kelurahan/Desa Tanjung Kecamatan
(ertosonoTanju ng

125.000 0000 12s.000.000Lengkonq

270.000.000 0270.000.000
Kelurahan/Desa Kerepkidul Kecamatan

Bagor
Kerepkidul

125.000 0000
Kelurahan/Desa Gondangkulon Kecamatan

Gondang
Gondangkulon

0270.000.000 270.000 000Kelurahan/Desa Ngrami Kecamatan

Sukomoro
Ng ram i

270.000 000270.000.000Kelurahan/Desa Baron Kecamatan BaronBaron

0270.000.000Kelurahan/Desa Babadan Kecamatan PaceBabadan

270.000.000 0270.000 000
Kelurahan/Desa Dlururejo Kecamatan

.,atikalen
Dlu rurejo

0270.000.000 270.000.000Kelurahan/Desa Sidokare Kecamatan ReiosoSidokare

270.000.000 0270.000.000
Kelurahan/Desa Sumberurip Kecamatan

Berbek
Sumberurip

100.000 000 'r 00 000 0000
Kelurahan/Desa Mungkung Kecamatan

RejosoMungkung

270.000.000270.000.000Putukrejo

0270.000.000 270.000.000
Kelurahan/Desa Kedungrejo Kecamatan

Tanjunganom
Kedungrejo

270.000.000 0270.000 000
Kelurahan/Desa Kalianyar Kecamatan

NgronggotKalianyar

100.000.0000 100.000.000Kelurahan/Desa Pulowetan Kecamatan

Jatikalen
Pulowetan

270.000.000 0270.000.000
Kelurahan/Desa Oro-oro Ombo Kecamatan

Ngetos
Oro-oro Ombo

0270.000.000 270.000.000
Kelurahan/Desa Baleturi Kecamatan

Prambon

5.525.000.000sr -840.000-000 57.365.000.000Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kcgiatan

5.525.000.00051.840.000.000 57.355.000.000

5.525.000.00051.840.000.000 57.365.000.000Jumlah Total

),,^

S

NIP. 19680 1 199202 I OOI

_16

SRI HANDOKO TARUNA

I

270.000.000
Kelurahan/Desa Ngadirejo Kecamatan

Tanjunganom

Nguniung

Sidorejo

(elurahan/Desa Lengkong Kecamatan

Lengkong

125.000.000

0

270.000.000

0Kelurahan/Desa Putukrejo (ecamatan

Loceret

Baleturi

Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD

I
I



Lampiran Vl

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CATON PENERIMA, ATAMAT DAN BESARAN

PERUBAHAN ATOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

PJ. BUPATI NGANJUK,
S lnan ESuai dengan aslinya

PALA BAGIAN HUKUM
ttd

SRI HANDOKO TARUNA
SNO

Pembina tl
NrP. 19680 1 199202 I OO1

Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor : 49 Tahun 2023

Tanggal : 23 Oktober 2023

No Nama Penerima Alamat Penerima

Jumlah
Sebelum

Perubahan
(Rp)

Jumlah
Sesudah

Perubahan
(Rp)

Bertambah/
(Berkurang)

(Rp)

Ngluyu
Kelu rahan/Desa Ng luyu Kecamatan

Ngluyu
34.526.300 43.737.260

Bod or
Kelurahan/Desa Bodor Kecamatan

Pace
40.844.400 5'1.704.160

Jatikalen
Kelurahan/Desa latikalen Kecamatan

Jatikalen
60.386.600 76.166.1 60 1s.779.560

Kelurahan/Desa Mlorah Kecamatan

Rejoso
57 .O',t2.700 70.529.160 1 3.516.460

Jekek
Kelurahan/Desa Jekek Kecamatan

Earon
54.806.300 68.862.860 14.056.560

Jampes
Kelurahan/Desa Jampes Kecamatan

Pace
33.668.100

Bandung
Kelurahan/Desa Bandung Kecamatan

Prambon
41.4',l3.600 10.840.060

Ketandan
Kelurahan,/Desa Ketandan Kecamatan

Lengkong
39.962.700 50.594.060 10.631.360

Kemaduh
Kelurahan/Desa Kemaduh Kecamatan

Baron
79.359.700 98.965.560 19.605.860

Kutorejo 51.875.860 1 1.578.360

Girirejo
Kelurahan/Desa Girirejo Kecamatan

Bago r
42.194.800 11.265.760

Baron
Kelurahan/Desa Baron Kecamatan

Baron
63.734.800 78.309.760 14.574.960

Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan 1 1.838.120.000 3.126.099.000

Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD 1 1.838.120.000 14.964.219.000 3.126.099.000

Jumlah Total 11.838.120.000 14-964.219.000 3.126.099.000

k
t-l

9.210.960

10.8 s9.760

Mlorah

42.590.360 8.922.260

52.253.660

Kelurahan/Desa Kutorejo Kecamatan

Kertosono
40.297.500

53.460.560

1.1.964.219.000



Lampiran MI : Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor : 49 Tahun 2O23

Tanggal : 23 Oktober 2023

KABUPATEN NGANJUK
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN' KELOMPOK' JENIS'

OBYEK, RINCIAN OBYEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBTAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

o sasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx
Kode Rekeni Jumlah Lokasi

1 2 3 4

1 2 4 5 6 7 8 9 10

r-'l

PJ. BUPATI NGANJUK,

Sali ann sesuai dengan aslinYa

PALA BAGIAN HUKUM
ttd

SRI HANDOKO TARUNA

S
Pembina tI
NIP. 19 0501 199202 1 001
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Lmpirm X : Peraturan Bupati Ngmju]<
Nomor : 49 Tahun 2023
Tdggal | 23 Oktobe.2023

REKAPITTUTASI DAN SINKRONISASI PERXADA PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DISAJIKAN

BERDASARKAN SUMBER DANA

oPo
l URUSAN

PEMERINTAHAN

BER(AITAN

DENGAN

1.02,0 00.0.00.01.0000 1,02 URUSAN

EIDANG KESEHATAN

1.02.0.0!.0 00.01.0013 1,02.02 PROGRAM

PERORANGAN DAN

1.02.02.2.02 Penyediaan

Layan.n Kesehatan !ntuk
UxM dan UKP Rujukan

16.112.000,00

l URUSAN

PEM€RINTAHAN

BER(AITAN

DENGAN

1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02 URUSAN

SIDANG XESEHAIAN

1.02.0.00.0.00.01.0016 1,02 02 PROGRAM

XE5EHATAN

1.02.02.2.02 Penyediaan

Layanan xeseh.tan untuk

UKM dan UKP nujukan

22 423.395,00

I UiUSAN

BER(AITAN

DENGAN

1.02.0.00.0.00.01 0000 102 r_tRUSAN

SIDANG KESEHATAN

1.02.0.00.0.00.01.0020 1.02.02.2.02 Penyediaan

Layanan kesehatan untuk

UXM dah t-l(P Rljukan

54.862 100,00

BLUD PEMERINTAHAN

BER(AITAN

OENGAN

102000000.01.0021 1,02 URUSAN

BIOANG (ESEHATAN

1.02.0.00.0.00.01 0021

PENUNIANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

1.02.01 2.10Pe.ingkatan 126.588.495.552.00

sesuai dengan aslinya
P BAGIAN HUKUM

M
Pembina tI
NIP. 19680 01 199202 1 001

PJ. BUPATI NGANJUK,

ttd

SRI HANDOKO TARUNA
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Lampiran xI : Peraturan Bupati Nganjuk
Nomot : 49 Tahun 2023
Tanggal : 23 Oktober 2023

PJ. BUPATI NGANJUK,

SRI HANDOKO TARUNA

S suai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

ttd

Pembina Ti
NIP. 19680

tI
I 199202 I OOI

TOTALNo Puskesmas PAGU KAPITASI INDUK SILPA KAPITASI 2022 PAK KAPITASI 202]

I Bagor 2.509.81i.{. t00 t1.8t4.611 77.000.000 2.604.698.7) 7.00

Baron 2. t41.470.200 36.680.799 96.000.000 2 274.150.999.00

l Berbek 2.182.567.200 304.4t t.594 81.802.600 3.t10.787 .394.24

203.s28.047 t 58.266.E15 t.00 r . t73.98t.80{ Gondang 2.639.379.t00

6.+.t 6l.091 L068.60:1.867.005 Jatikalen L004..1.12.775

2.318 .1 44.981 .006 Kerlosono 2.r22.559.850 41.633.722 208.551.4 t2

I .,157.208.856.001 t ngkong t.l79.l6 t .200 78.047.656

3 .777 .1 51 .545 ,008 lf,)ccrcl 3.493.1 17.200 r7t.32r.369 I l3.llE.9?6

3.O76.711 .432.02Nganjuk 2.755.2,16.800 32t.524.632

2.280.04 t.234.00lo Ngclos t.lt38. t 0t.050 t1'7.164.027 291.6't 6.151

641 72',t t2l.O0I1 Nglu),u 5tI:1t2600 ,13.009.5,15 82.,10,1.976

3.721.9r 3.587.02Ngronggot 3.705.168.000 16.745.587

2.446.096.791,002 3510t)7 2(Jt) 0 9.t.089.5S3ll
r 71t.140.022.001.617 150.800 0 75.9a9.222l:t

167.619.099 3.575.929.298.55l5 3.280.8.r3.200

r04..152.896 2.725.9 r t.166.00Rc.ioso 781.670

25t.798.40C) L943.992.042.00Sawahan L6 t0.7lt{.600 81.409.042t7

2 t4l 429 667.002 .3 t9 .2',t9 .600 24.t50.067t8 Sukomoro

291 4. t05.194.896.53I9 Tanjunganom 4.105.194.600

I t4.984.921 169.458.760 t 4t7.495.683-0020 Wilangan 91',] 052 000

2.137.276.821 49.724.789.486.t 645.14t.412.815 1.846.099 784

^h

DAFTAR ALOI(ASI ANGGARAN DANA KAPITASI PER FKTP
KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2023

t2

t27.167.000

l6 2.620 690.ri00

Total



Lampiran Xll: Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor : 49 Tahun 2023
Tanggal : 2l Oktober 2023

NO NAUA SEKOLAII KECAMATAN STATUS
JUIVILAH
sIstlA BOSP REGULER

BOSP KINERJA
SEKOIJTH

PEIIGGERAI(

BOSP KII{ERJA
EEKOI,,/\H

AERI(EMAJUAII

TOTA! PENERIIIAAI{
BOSP

T}ILPA BOAP
REGI'LER

2021

gIl.PA
aoaP

KIIIERJA

TOTAL PENDAPATAN
BOSP

SMP ISLAM AN-NUR
JL, CEMORO-CEMORORE.JO,
WARUJAYENG

304 346 560.OOO 0 o 346.560 000
o 346 560 000

SMP PGRI 2 TANJUNGANOM 20538304 Jalan Rava Malanssai l!, 21.660.000 0 1) 2l 660.000 0 2l 660 000
30 SMP POMOSDA 20547'27) Jl. KH. Wachid Hasyih No 304 363 413.420.000 0 i) 413.820 000 0 4t3 820.OOO
3l S]VP PLUS AN.NAHDLAH 7000t531 Jl.Bmbans Yuono. Ds condanekuloD )67 190.340.000 0 0 r90.380.000 0 t90.3EO.OOO

32 SMP Sains Miftahul Huda 70003331 Jl. Beito tV No. l8 RT.007/RW 006 86 9E 040 000 0 35 000.000 133.0:to.ooo 0 o r33 040.000

33 SMP lT Batul Qura, 70004739 Jl.Sedudo Dsn.Sempu Dcsa Sawahan
Kec.Sauahan Kab.N

77 87 780.000 0 o 87 780.OOO
o o 87 7a0.OOO

34 SMP Islam Er.ellent As Svafiah 70024999
PP Mojosan Dcsa Ngep.h Kec L.cerel
Kab.Neaniul<

324.900.000 0 324.900.000
0 o 324.900.000

SMP lslam Hamatatul QuraD 700t3472 Ds.Blitaran Kecamatan Sukomoro
Kab Nsaniuk

33.060.000 o o 33.060.000 33 060 000

4,'t8t 5.450.340.(xro 2lo ooo ooo 5.905.340.OOO o o 5.905.340.OOO

PJ. BUPATI NGANJUK,

sesuai dengarl aslinya
PALA BAG IAN HUKUM ttd

SRI HANDOKO TARUNA

Pembina
NIP. 196

tI
501 199202 1 001
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Nil.iProduk o.l.m
N.g.ii (PoN)SIPD

TKDN (et
van9

REali5asi An99ar.n

Aid.ng l

Sub X.gi.r.n A(UN XELP ,ENIS o8J RO 5RO

Kewaspadaah Perbalasan
antar N€gara, Fasilit.si
K€lembagaan Bidang

Penanganan Konllik di

Da€r.h / 8el.nj,
Makanan dan Mi^uman

Rp 14 900.000 RpoRp 14900000 RPo8010620r 06 5 1 02 Q1 01 0052 Daerah Kabupaten/Kota /
Belanja N,lalGnan dan

RPoRp 81 120 000 Rpo Rp 81 120.000o2 01 000.4

Daerah Xabup.ten/Xota /

Pelallana kgiatan dan
Selretariat Tim Pelak$na
xegirtan

8 0106 2 0t 06 5 l 02

I
I

Lampitun XIll: PcBruBn Bupad Ngdjlt
Nofror : 49 Tahlr :0ll
Tanssal : :l Oktober:021

dengan aslinya
IAN HUKUM

PJ. BUPATI NGANJUK,

SRI HANDOKO TARUNA

ttd

Pembina tI
NIP. 19 01 199202 1 001

I^
232


